(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2).

Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami
luka parah dan kelompok rentan.

Terhadap masjrara.kat terkena bencana yang meninggal dunia

dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Paragraf 10
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Pasal 45

Dalam keadaan tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah

menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaim;na

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d sesuai standar minirfial,
yang meliputi: §

a. penampungan/tempat hunian sementara,;

b. pangan dalam bentuk bahan makanan atau masakan ygng
disediakan oleh dapur umum,; "

c. non pangan, dalam bentuk peralatan memasak dan makan;
sandang, terdiri dari perlengkapan pribadi dan kebersiﬁan
pribadi;

e. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;

f. pelayanan keschatan, meliputi pelayanan kesehatan umum dan
pengendalian penyakit menular;

g. pelayanan psikososial,

h. pelayanan pendidikan; dan

i. sarana kegiatan ibadah.

Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga

internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah.

Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang disediakan oleh

lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan seshai

ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

Paragraf 11
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan
Pasal 46

Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan
prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan
kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan,
pelayanan kesehatan, dan psikososial.
Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait
yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD dengan pola

pendampingan /fasilitasi.

Paragraf 12
Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital
Pasal 47
Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimlana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f bertujuan untuk
berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, égar
kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait
yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Keempat
Pascabencana
Paragraf 1
Umum
Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana

terdiri atas:

a.
b.

rehabilitasi; dan
rekonstruksi.
Paragraf 2
Rehabilitasi
Pasal 49

(1) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada

tahap pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk



(4)

(2)

menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi,
meliputi :

perbaikan lingkungan Daerah bencana;

perbaikan prasarana dan sarana umum,;

pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

pemulihan sosial psikologis;

pelayanan kesehatan;

rekonsiliasi dan resolusi konflik;

pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;

ot Ao oop

pemulihan keamanan dan ketertiban,;

o
.

pemulihan fungsi pemerintahan; dan

j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Prioritas kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan analisis kerusakan dan Kkerugian akibat
bencana, serta aspirasi masyarakat.

Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan:

a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;

kondisi sosial;

adat istiadat;

budaya lokal; dan

ekonomi.

g o T

Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disu’éun

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 50
Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan
teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kawasan,
mencakup lingkungan :
a. kawasan permukiman;
b. kawasan industri;
c. kawasan usaha; dan
d. kawasan bangunan gedung.
Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), didasarkan pada perencanaan teknis, yang paling sedikit

memuat :
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(3)

(1)

a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan
sarana sebelum terjadi bencana;

b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana,
jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;

c. potensi sumberdaya yang ada di daerah bencana;

d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf
a, b, dan c;
rencana program dan kegiatan;
gambar desain,;
rencana anggaran,
. jadwal kegiatan; dan

i. pedoman rehabilitasi. .
Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaiména
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau
instansi/lembaga terkait sesuai bidang tugas masing-masing,
bersama dengan masyarakat.

Pasal 51

Perbaikan sarana dan prasarana umum dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf b dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi,
kelancaran kegiatan ekonomi dan kebutuhan sosial budaya
masyarakat yang mencakup perbaikan infrastruktur serta fasilitas
sosial dan fasilitas umum.
Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling
sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. keselamatan;
b. sistem sanitasi;
c. penggunaan bahan bangunan; dan
d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung

dan bangunan air.
Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara gotong royong dengan

bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 52
Dalam rangka membantu perbaikan rumah masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c yang

mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali,



(2)

3)

(1)

2

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan
bantuan.

Bantuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan stimulan
berupa bahan material, komponen rumah atau uang, yang besarnya
ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat
kerusakan rumah, yang diberikan dengan pola pemberdayaan
masyarakat serta memperhatikan karakter Daerah dan budaya
masyarakat. ‘
Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti

standar teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pasal 53
Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu masyarakat y!éng
terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial
dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum
bencana. ;i
Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah
Daerah melalui SKPD dan instansi/lembaga terkait yang
dikoordinasikan oleh BPBD melalui upaya pelayanan sosial
psikologis berupa:
a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
b. pendampingan pemulihan trauma; dan

c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

Pasal 54

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(1) huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena
dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan
masyarakat. :
Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena damp
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah Daerah melalui SKPD dan instansi/lembaga terkait yang
dikoordinasikan oleh BPBD melalui upaya-upaya :
a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan

mengalami luka;
b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;

menyediakan obat-obatan;



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

d. menyediakan peralatan kesehatan;

e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan

f. merujuk ke rumah sakit terdekat.

Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan
mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 55
Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (1) huruf i ditujukan untuk memulihkan fungsi
pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugastugas
pemerintahan secepatnya,; |

:
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b. penyelamatan dan pengamanan dokumendokumen negara ,gan

pemerintahan; P
c. konsolidasi para petugas pemerintahan,;
pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas
pemerintahan; dan ‘
e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada
instansi/lembaga terkait. '
Pelaksanaan Kkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi BPBD.

Pasal 56
Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulibkan kembali
fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum
terjadi bencana.
Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan public sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya :
a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana
pelayanan publik;
b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan public pada
instansi/lembaga terkait; dan ‘

c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.



(3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik

(1)

(2)

(1)

(2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan -oleh
instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi BPBD.

Paragraf 3
Rekonstruksi
~ Pasal 57
Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan
sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah
Daerah bertanggungjawab menetapkan prioritas dan melaksanakan
kegiatan rekonstruksi, terdiri dari :
a. pembangunan kembali prasarana dan sarana,
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan
peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e. partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
g peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
Prioritas kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan pada analisis kerusakan dan

kerugian akibat bencana. '

Pasal 58
Pemerintah Daerah menyusun rencana Kkegiatan rekonstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dengan
memperhatikan:
a. rencana tata ruang;
b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
c. kondisi sosial;
d. adat istiadat;
e. budaya lokal; dan
f. ekonomi.
Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.



(1)

(2)

(3)

(2)

(1)

Pasal 59
Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik
pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi
kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan
memperhatikan rencana tata ruang wilayah Daerah.
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), memuat :
rencana struktur ruang wilayah;
rencana pola ruang wilayah;
penetapan kawasan,;
arahan pemanfaatan ruang wilayah;

arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
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konsolidasi pertanahan.
Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis
dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait,
pemerintah daerah setempat dan aspirasi masyarakat daerah
bencana.

Pasal 60
Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan
pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna
memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan
perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenubhi :
a. standar teknik konstruksi bangunan;
b. penetapan kawasan; dan
c. arahan pemanfaatan ruang.
Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

sesuai dengan tingkatan bencana.

Pasal 61
Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c
dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan
mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial
budaya yang lebih baik dengan tujuan :

a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana,;



(2)

(1)

(2)

(1)

b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar
bencana dan peduli bencana;

c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan
lingkungan rawan bencana; dan

d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan
risiko bencana.

Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial

budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan kepala BPBD.

Pasal 62
Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralétan
yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan
stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu
mengantisipasi dan tahan bencana serta mengurangi kemungkinan
kerusakan yang lebih parah akibat bencana, melalui upaya:
a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan
pengembangan,;
menyesuaikan dengan tata ruang;
memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
memperhatikan kearifan lokal; dan
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menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada
daerah yang bersangkutan.

Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan
yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala

SKPD terkait, sesuai kewenangannya.

Pasal 63

Partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan,
lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan
partisipasi guna membantu penataan daerah rawan bencana ke
arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana, denéan
cara : '
a. melakukan kampanye perduli bencana;

b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada

lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha; dan



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

c¢. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan Kkegiatan

persiapan menghadapi bencana.
Partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan,
lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala
BPBD.
Pasal 64
Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk
normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya:
a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena
bencana;
b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang
dan/atau barang; dan
c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang
produktif. '
Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh Kepala BPBD. "

Pasal 65
Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk penataan dan
peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong kehidupan
masyarakat di wilayah bencana ke arah lebih baik, melalui upaya:
a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi
pelayanan publik; dan
b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang
lebih efektif dan efisien.
Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala
BPBD.
Pasal 66
Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan
membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayaxi_‘an
prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masymaﬁat

yang efektif dan efisien.



(2) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaixﬁana

(1)

(2)

(3)

(1)

2)

dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh Kepala BPBD.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 67
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama operasional
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan
pemerintah daerah lainnya, Instansi/ lembaga, BUMN/BUMD,
swasta dan lembaga kemasyarakatan.
Keria sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
melalui:
a. koordinasi pencegahan dan penanggulangan;
tukar menukar informasi;
penetapan wilayah rawan bencana,

pembebasan biaya di Rumah Sakit; dan
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bidang-bidang lain yang berkaitan dengan upaya bersama
penanggulangan bencana. -
Mekanisme Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB VII
PENGELOLAAN BANTUAN
Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan
Pasal 68
Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari:
a. APBN;
b. APBD;
c. masyarakat; dan
d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan
bencana dalam AFPBD secara memadai, yang digunakan untuk
menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap
darurat, dan pascabencana.
Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dalam anggaran

penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan



dalam anggaran BPBD dan harus selalu tersedia sesuai dengan
kebutuhan pada saat tanggap darurat. '

| Pasal 69
(1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam
penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat, dengan cara:
a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana
penanggulangan bencana;

b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan
dana penanggulangan bencana; dan

c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi
dalam penyediaan bantuan.

(2) Bantuan yang bersumber dari masyarakat dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Pemerintah
Daerah yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.

(3) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana di Daerah,
wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan/atau
instansi/lembaga terkait.

(4) Dalam kondisi khusus, permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan setelah pelaksanaan kegiatan
pengumpulan bantuan penanggulangan bencana.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pengumpulan
bantuan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana
Pasal 70

(1) Dana penanggulangan bencana di Daerah digunakan sesuai dengan
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap
prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.

(2) Penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan guna mendukung kegiatan rutin dan
operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan
pengerahan sumberdaya.

(3) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dipergunakan dalam Kkegiatan pencegahan, mitigasi,
kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana.



Bagian Ketiga
Pengelolaan Bantuan Bencana
Pasal 71
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumberdaya bantuan
bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat, dan
pascabencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan bantuan

penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72
(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan
bencana kepada korban bencana di Daerah, untuk jangka waktu
yang ditentukan oleh Bupati.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. santunan duka cita;
b. santunan kecacatan;
c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit; dan
f. perbaikan rumah rusak.
(3) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d terdiri dari :

a. penampungan sementara;
b. bantuan pangan;

c. sandang;

d. pendidikan;dan

e.

air bersih dan sanitasi.

(4) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. pendataan;
b. identifikasi;
c. verifikasi; dan
d. penyaluran.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarﬁya
bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(4), diatur dengan Peraturan Bupati.



(1)

(1)

BAB VIII
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 73
Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana
diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus
terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di
Daerah.
Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD serta
dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, sebagai bahan
evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana,
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 74
Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencanei di
Daerah dilakukan oleh BPBD.

Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi

perencanaan program BPBD.

Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 75

Evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah

dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan

peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

(1)

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 76
Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh

tahap penanggulangan bencana.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sumber ancaman atau bahaya bencana;



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan
bencana;

o

kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana,

d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa
dan rancang bangun dalam negeri;

e. kegiatan konservasi lingkungan,

f. perencanaan penataan ruang;

g. pengelolaan lingkungan hidup;

h. kegiatan reklamasi; dan

:—0.

pengelolaan keuangan.

Pasal 77

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya
pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta
laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan
audit.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat @(1)’
Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan
audit. ;
Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud ayat (1) ditemukan
adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan,
penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 78

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik

untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan

Daerah ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berwenang:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam
pelaksanaan penanggulangan bencana;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang



dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran dalam
pelaksanaan penanggulangan bencana; "'

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan adanya pelanggaran dalam
pelaksanaan penanggulangan bencana; _

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan
penanggulangan bencana;

e. melakukan penggeledahan-penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan adanya  pelanggaran dalam pelaksanaan
penanggulangan bencana,;

g menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada
huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan adanya pelanggaran
dalam pelaksanaan penanggulangan bencana,

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan

L
.

k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan
adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan
bencana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkaﬁ.

. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

- saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang
berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 79

Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan

beresiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis resiko bencana

yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang



Penanggulangan Bencana.

Pasal 80
Setiap orang yang melakukan pengumpulan bantuan bencana tanpa
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), diancam pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah). '

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 81
Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan
penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya
Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 82
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Bone Bolango.

HAMIM Pod&

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 26 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Nip. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO 2/19/2016



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

UMUM

Kabupaten Bone Bolango memiliki wilayah yang luas dengan kondisi
alam yang memiliki berbagai keunggulan. Namun di pihak lain posisinya berada
dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan
demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang
cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan secara sistematis, terpadu, dan

terkoordinasi.

Dalam mengantisipasi kondisi tersebut, perlu adanya pedoman di
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berupa serangkaian kegiatan
penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya
bencana.

Mencermati hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka memberikan
landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana,
perlu disusun Peraturan Daerah yang pada prinsipnya mengatur hal-hal sebagai

berikut :

a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan
wewenang Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara terencana, terpadu,
terkoordinasi, dan menyeluruh.

b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat
dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di
tingkat Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain
pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara
terencana dan terpadu, sesuai dengan kewenangannya. |

c. Penyelenggaraan  penanggulangan bencana  dilaksanakan .dengan
memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan
pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan soéial,
mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana, dan berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan.
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d. Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan
secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional;

e. Pada tahap tanggap darurat, perlu disiapkan dana siap pakai yang
bersumber dari APBD, yang dipertanggungjawabkan melalui mekanisme
khusus; dan

f. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada setiap tahap
bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana

penanggulangan bencana. ‘

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Peraturan
Daerah ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi
dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini
memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak
asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga secara

proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap
materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga
tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan
ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak membedakan
latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan,

gender, atau status sosial.

Hurufd



Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa
materi muatan  ketentuan = penanggulangan  bencana
mencerminkan  keseimbangan  kehidupan  sosial dan
lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa
materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana
mencerminkan kseselarasan tata kehidupan dan lingkungan.
Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi
muatan  ketentuan dalam penanggulangan bencana
mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial

masyarakat.

Hurufe

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum”
adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam
penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban
dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukurm.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa
penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan
tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup”
adalah materi muatan ketentuan dalam penanggulangan
bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi
sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi

kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi”
adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal
sehingga mempermudah dan mempercepat proses

penenggulangan bencana, maupun pada tahap pasca bencana.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa

dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara



.
A )

cepat dan tepat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas® adalah bahwa
apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus
mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan

penyelamatan manusia.

Huruf c !
Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa
penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang
baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa
penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor
secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan
saling mendukung.

Hurufd

Yang dimaksud dengan “prinsip berdayaguna” adalah bahwa
dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak
membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasilguna” adalah bahwa
kegiatan penanggulangan bencana harus berhasilguna,
khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan
tidak membuang waktu, tenaga, dan baiaya yang berlebihan.
Hurufe

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa
penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa

penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat

dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Hurufh

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah
bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak

memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin,



